BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang peneliti kemukakan serta pembahasannya baik
yang berdasarkan teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama

mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut hasil penelitian implementasi tanggung jawab orang dengan
gangguan jiwa di Kabupaten Gorontalo belum optimal karena masih ada
orang dengan gangguan jiwa yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai dengan standar pelayan di bidang kesehatan jiwa, masih di temukan
orang dengan gangguan jiwa Yyang terlantar atau menggelandang
(gelandangan psikotik) dan belum dilakukan rehabilitasi terhadap orang
dengan gangguan jiwa sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-
undang.

2. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam implementasi
tanggung jawab orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Gorontalo:
Hambatan internal, Minimnya anggaran, tidak ada dana alokasi khusus
untuk program kesehatan jiwa, terbatasnya sumber daya manusia
profesional dengan standar kompetensi di bidang kesehatan jiwa. Hambatan
eksternal yaitu stigma negatif yang melekat di masyarakat terhadap orang

dengan gangguan jiwa
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5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisi data, maka dapat disarankan

beberapa hal yaitu:

1. Pemerintah Daerah harus menyediakan anggaran khusus di bidang
kesehatan jiwa

2. Pemerintah daerah harus lebih berperan aktif dalam mengedukasi
masyarakat untuk menghilangkan stigma, diskriminasi maupun
pelanggaran hak orang dengan gangguan jiwa

3. Diharapkan kepada dinas sosial dan dinas kesehatan untuk membuat
kerjasama atau membuat Memorandum Of Understanding (MOU) terkait
penanganan orang dengan gangguan jiwa entah itu yang belum
mendapatkan pelayanan kesehatan, ataupun penangangan orang dengan
gangguan jiwa yang terlantar atau menggelandang untuk melakukan
pendataan dan melakukan rehabilitasi.

4. Perluada regulasi yang jelas di tingkat kabupaten tentang penanganan orang
dengan gangguan jiwa

5. Perlunya perhatian yang serius dari berbagai pihak termasuk DPRD
Kabupaten Gorontalo terkait dengan masalah anggaran di bidang kesehatan

khususnya kesehatan Jiwa.
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